
SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI」AWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG
PEN」ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 7 peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran
Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O16, sebagai landasan operasional pelaksanaan ApBD Tahun
Anggaran 2016;

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1950  tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan provinsi
Jawa Timur (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang _
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas
Wilayah Kotapra.ja Surabaya Dan Dati II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2.Undang‐Undang  Nomor 28  Tahun   1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksanaan pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 440O);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 443g);

8. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan peraturan perundang-undangan (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
sa9s);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambattan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5g7) sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2O0O tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangal Pimpinan dan Anggota

DPRD (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan t ayanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021 sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

14.

15.

16.



Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2Ol0
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s15s);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta.ng
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor l4O, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kine4'a Instansi pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor
25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
46141;

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah
Kepada DPRD, dan Informasi l,aporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

2l . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang
Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1g, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 2972);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor ll9 Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLl Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12

Nomor 5 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O15

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor ISZ
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s7t7l;
Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O15 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor A7 Tahun 2Ol4 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Ol1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

27.

5

28.



29.

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD, Pengajual, Penyaluran, Dan l,aporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantua-n Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

ss$agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 903 ) seba ga i m6161

30.

31

32.

33

34



telah diubah dengan permendagri Nomor 77 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan atas permendagri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman penyusunan ApBD Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1g93);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004
tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Magetan (t,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O04
Nomor 5), Sebagaimana terah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6
Tahun 2OO7 ( kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2007 Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g Tahun 20Og
tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(l,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OOg Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 8 Tahun 20Og tentang pokok_pokok pengelolaan
Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2OL4 Nomor, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4O);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1O Tahun
20O8 tentang penyertaan Modal pemerintah Kabupaten
Magetan pada perseroan Terbatas Bank pembiayaan Ral<yat
Syariah Magetan (lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2008 Nomor l0) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 1O Tahun 2O0g tentang penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Magetan pada perseroan Terbatas
Bank Pembiayaan Ra\zat Syariah Magetan (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O1S Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
aa\

38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g Tahun 2O1l
tentang P4jak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 201 1 Nomor g);
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39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizrnan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor I Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Jasa Umum (kmbaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2015 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 46);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13
Tahun 2015 tentang perubahan Atas peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentantg Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2O15 Nomor 7, Tambal.an t embaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 47):

42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun
2Ol2 Tentang Pedoman penyertaan Modal Daerah (Lrmbaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
18);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun
2015 tentang Anggaran pendapa.tan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (t embaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATIIRAN BUPATI TENTANG PEN」 ABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah rahun Anggaran 2016 terdiri atas :
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1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

Rp. 145.800.000000,00

Rp.1.089.106.637.331,00

Rp.1.013645660.503,00

Rp.             o,oo

Rp.               _

Rp.  19.167.405.000,00

Rp.   4.252.600.000,oo

Rp.               _

Rp. 245.491.163.195,00

Rp.   3.900000.ooO,oo

Rp.  31.843.837.700,oo

Rp. 280.716.130151,40

R。. 258982.846.688,00

c. 晰 n-lain pendapatan yang sah  R。 . 543698.704.032.00

」unllah Pendapatan   Rp.  1.778.605.341.363,00

Belalja
a. Belanja Tidak l^angsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja langsung
1) Belanja pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

」umlah Belatta

Deisit

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran
Rp. loo.894.301.874,40

」umlah Pembiayaan Netto

Sisa Leb畳l pembiavaan anggaran tahun berkenaan
Rp.79.394.301874.40

Rp 0,00

pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal I tercantum
dalam l,ampiran I peraturan Bupati ini.

pasal 3

Penjabaran ApBD sebagaimana dimaksud daram pasal I dirinci rebih ranjut
dalam Lampiran II dari peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

l^ampiran sebagaimana dimalsud dalam pasal 2 dan pasar 3 merupakan
bagran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran ApBD yang ditetapkan daram peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut daram Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Keqia
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Desember 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd
SUMANTRI

Diundangkan di Magetan

pada tangga1 22 Desember 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMoR 57

転
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